QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAIIUN 2002

TENTANG
I’EMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA’ I\PRJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN BIREUEN

BlSMlLLAHIRRAHMANIRRAI-IIM
DENGAN RAIIMAT ALLAH YANG MAIIA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

e

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 (entang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, maka
untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Holtikultury Kabupaten Bireuen:

b. bahwa untuk maksud tersebut perly ditctapkan dalam suatu Qanun.
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: 1974 tentang Pokok-pokok

Kepcgawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan )
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang—undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dap Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

4, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomeor
3893);

5. Undung-undung Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897); '

6. Undang—undang Nomor 8 Tahun 2000 lentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tenlang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembarap Ncgara Nomor 3963);

7. Undang . /‘//,
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7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Olqnqmi Khusus
Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Acch Scbagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang  Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal dj Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan L.embaran Ncgara Nomor 33795),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 ‘Tahun 2000 lcplang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3952):

10 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 cntang Pedoman
Organisasi Perangkat Daeral (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165);

L Peraturan Pemermtah Nomor 96 Tahun 2000 lentang prcnung
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian I’cgawa.l Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014),

12 Peraturan Pemenntaly Nomor 100 Tahun 2000 lentang Pengangkalan
Pegawar Negery Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 1.embaran Negara Nomor
4018),

13.Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik

Penyusunan Peraturan l’crundang-undungun dan Bentuk Rancangan
Undang—undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

14.Keputusan Menter Dalam Negeri dan Otonor
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Orga
Perangkat Daerah Kabupaten /Koty

ni Dacrah Nomor 50
nisasi dan Taty Kerja .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERANH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TE
SUSUNAN ORGANISASI DAN

PERTANJAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BIREUEN,

NTANG PEMBENT UKAN,
TATA KERJA DINAS
DAN HOLTIKULTURA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun inj yang dimaksud dengan :

1. Dacrah Otonom sclanjutnya dischu Dacrah adalah Dacrah Kabupaten
Bircuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain scbagai Badan Eksckutif Dacrah;

3. Bupati .. ’%/ -
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Bupati adalah Bupati Bircuen; . ‘ ,

- Sckretaris Dacrah Kabupaten sclanjutnya disebut Sckretaris Daerah

adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Bircuen;, '

5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan oltikultura adalah ‘Dmu:;
Pertanian “Ianaman Pangan dan Holtikultura Kubupqlcn Bircuen
sebagai unsur pelaksuna Pemerintah Dacrah Kubqputcn Bircuen;

0. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Kabupaten Bircuen:

7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertunian Tanaman I’upgan dan
Holtikultura Kabupaten Bireuen scbagai unsur pc]uksapa Dinas yang
melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab dan kewenangannya; o

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bireuen

sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun inj dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Kabupaten Bireuen.

BAB 111
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Pertanjan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Bireucn
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daergh dib

idang pertanian,
(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

scorang Kcepala Dinas yang berada dibawah dan b
kepada Bupati melalyj Sekretaris Daerah.

dipimpin oleh
crtanggung jawab

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtjk

ultura mempunyai tugas
mclaksanakan kewenangan Pemerintah Dacrah ¢

alam bidang pertanian,
Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana t

ersebut pada Pasal 4, Dinag
Pertanian Tanaman Pangan

dan Holtikultura mempunyai fungsi :

b. Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan dan
pengendalian dibidang pertanian;
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Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan cvaluasi pelaksanaan
menjadi  kewenangan

C.
penyclenggaraan  dibidang pertanian  yang
Dacrah; ‘ .
d. Penyusunan standar pelayanan (cknis dalam bidang pertanian: yang
menjadi kewenangan Dacrah, ‘ "
¢. Penyusunan standar (cknis pCIl’lblbll’dn/pcmbCIlIh'dﬂ yang menjadi
kewenangan Dacrah; ‘
manusia/petugas

. Penyusunan program pembinaan sumber duyu _
pertanian yang melipuli (cknis [ungsional, ketrampilan dan kejuruan;

. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembinaan perijinan scria
pembinaan usaha perlanian;

h. Pclaksanaan pembinaan (cknis di
olch Bupati; .

i. Penyclenggara usaha pengelolaan dibidang pertanian;

Pelaksanaan  pengkajian  penerapan tcknologi anjuran pert:

ditingkat usaha tani;

K. Pengelolaan  administrasi  umum  yang
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pera
organisasi dan ketatalaksanaan Dinas _

. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

bidang pertunian yang ditelapkan

inian

meliputi  pckerjaan
latan/perlengkapan, dan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian  Tanaman Pangan dan
Holtikultura terdiri dari: :
Kcpala Dinas;
Bagian Tata Usaha;
Sub Dinas Produksi;
Sub Dinas Usaha Tani;
Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
Sub Dinas Bimas Ketahanan Pangan dan Informasi;
Cabang Dinas;
Unit Pelaksana Tcknis Dinas (UPTD);
Kelompok Jabatan Fungsional.

TFR e a0 o

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Kepegawaian,
c. Sub Bagian Keuangan;
d. Sub Bagian Umum.

(3) Sub Dinas Produksi terdiri dari ;
a. Seksi Benih dan Bibit;
b. Scksi Padi dan Palawiju,
¢. Seksi Holtikultura;
d. Scksi Tcknologi Produksi.

@) Sub .. '//f/
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(4) Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari :
a. Scksi Alsintan;
b. Scksi Tcknologi dan Pasca Pancn;
C. Seksi Agribisnis dan Perizinan.

(5)Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri
dari : - .
a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitast Laban;
b. Seksi Perlindungan Tanaman, .
¢. Scksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.

(6) Sub Dinas Bimas Ketahanan Pangan dan Informasi terdiri dari :
a. Scksi Informasi dan Penyuluhan,
b. Seksi Pengembangan SIDM dan Latihan;
¢. Seksi Bimbingan,
d. Scksi Ketahanan Pangan.

N Pasal 7

(1) Rincian tugas jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dipus, Sub Bag,_iun, dgn
Scksi scbagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati,

(2) Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan Unit
Pclaksana Tcknis *Dinas akan dilctapkan Icbih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari scjumlah (enaga lerampil,
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4)Bagan  Struktur  Organisasi Dinas Pertanian dan  Holtikultura
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal §
(§) Kepala Dinas adalah Jabatan Gselon [Lb.

l (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan
Eselon I1l.a.

3) chala Sub Bagian, Kepala Scksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kcpala
Unit Pelaksana Teknis Dinag adalah Jabatan Eselon [V 4.

| ‘ Pusal......./?%
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Vasal 9

(1) Keputy Dinag,

Kepala Wagian Tuts Usaha dan Kegra Sy
Dangkat

Distries
n diberheriban o, Istaprnt i b

Wl S s etan v | Jancy by
(2) Keepuly Sub

Pelng Wiaggpany, Kepali Sk, Kocprali Cabrany gy Keyaba | jny
Claksann 1,

I ks Dinas Glanghat da dibernertian ok, kreia s
acrah gy, pehimpatian kewenangan oty Waaprats

BAB Y
TATA KVRIA
Pasal 10

Dalary melaksanakar, Wigastyn Kepaly Dinvass, Keprala Wagsan T ata rdba,
Kepala Sy, Dinas, Kepala Sub Bagsan dap Kepala Suby s wajlty
mencrapkar prnsip koordinas, ICRras, sinkronmsass dan sk
weara vertikal day, horvontal baik dafar, Iingkungan Vemerimat, S yatran
Maupun Instany Jy, sesuar dengan tugu ImasIng tasing,

Pasal 1]
Sctiap ponpinan sutuan Ofganisass dalam Ingkungan s wagit
mengawas) bawahannya masing-masing dan byl Ler yads pervy inpangan
agar - mengamb) langhkah-langkah yang  dipertukan  sesiusi dengan
ketentuan yang berlakis,

Pasal 12

Seliap punpinan satuan Organisass dalam lingkungan Din bertanyguny
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahar, masing-nasing dan
memberikan bimbingan  serta petunyuk  bag  pelaksansan tugas
bawahannya,

Pasal 13

Setiap  pimpinan  satuan Organisass wapb mengikuti dag, mernatuhy
petunjuk  dan bertanggung jawah kepada atasan masing-masing dan
menyampatkan laporan berkaly lepal wakty,

Pasal 14
Setiap  Laporan yang dilerima oleh pImpInan  satuan organisasi dar

bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan whaya bahan  untuk

penyusunan laporan Jebih Famput dan untuk memberikan petunyuk pada
bawahannya

Pasal 15

fungsional mempunya hubungan kerja,

bunt AN
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Pasal 16
Dalam melaksanakan lugas scliap pimpinan  organisasi dibunlu.olch
satuan: organigasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
Kepuda bawghan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala,
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan bcrlukunyu Qanun ini, maka scmua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur Icbih lanjut
dengan Keputusan Bupali sepanjang mengenal ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 19
Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 10 Januari 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 4
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIRKUEN
NOMOR 4 TANUN 2002
TENTANG
H_;M.BE)'TLKA.\', SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN BIREUEN

. PENJELASAN UMUM :

I. Bahwa dalam fangka pclaksanaan Peraturan Pemcrintah Nomor 84 Tahun 2000
wentang Pedoman Organisasi  Perangkat Dacrah, maka kepada  Dacrah
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi
Perangkat Dacrah sesyai dengan kemampuan keuangan Daerah.

2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyclenggaraan roda pemerintaban
dibidang pertanian schingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Holtikultura yang
ditetapkan dengan Qanun,

3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan
Holtikultura tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Dacrah.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 - Cukup Jelas.
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BAGAN SUSUNAN ORGANISAS| DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BIREUEN.

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

[ ]

|

_

-~

e

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN

-|__BAGIAN TATA USAHA |

NOMOR
TANGGAL

4 TARUN 2002
9 JANUARI 200;

_

ﬁ SUB BAGIAN

PERENCANAAN

[

—

S
\kmnmo?%iz ‘ h

UB BAGIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

UmMu

SUB BAGIAN

A

—

SUE DINAS |
PRODUKXS;

PAD! DAN
PALEVIJA

SEKSI

HOLTIKULTURA

SEKSI
TEKNOLOGI
PRODUX S

SUB DINAS
USAHA TEN!

SEKSI
ALSINTAN

SEKSI
TEKNOLOGI DN
PASCA PANEN

SEKSI
AGRIBISNIS DAN
PERIZINAN

|

SUB DINAS PENGE -
BANGAN LAHAN DAN
PERLIND. TANAMAN

— 1

SEKSI PENGEM -
BANGAN DAN
REHABILITASI LAHAN

SEKSI
PERLINDUNGAN
TANAMAN

SEKSI
PENGKAJIAN IKLIM
DAN TATA GUNA AIR

UPTD

-

CABANG DINAS

— 1]

—

SUB DINAS
BIMAS KETAHANAN
PANGAN & INFORMAS|

SEKSI|
INFORMASI DAN

PENYULUHAN

SEKS!

PENGEMSB. SDM
DAN LATIHAN

ﬁ SEKSI

SIMBINGAN

SEKSI
KETAHANAN
PANGAN
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